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Mustainnatul Lailia

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi riil, efektivitas, daya pajak (tax
effort) dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kabupaten Lumajang.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang menggunakan data deret berkala
(time series) atau runtut waktu selama lima tahun yaitu dari tahun 2011 — 2014. Data
sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yaitu dinas-dinas
atau instansi pemerintah. Metode analisis data yang digunakan menggunakan analisis
deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa potensi riil dari Pajak Penerangan
Jalan yang dimiliki Kabupaten Lumajang belum sesuai dengan target penerimaan
Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset
Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang. Hasil perhitungan dengan menggunakan
analisis rasio efektifitas dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas pajak peneranagan
jalan Kabupaten Lumajang sudah efektif. Daya pajak (Tax Effort) atau kemampuan
masyarakat membayar pajak (ability to pay) di Kabupaten Lumajang pajak
penerangan jalan masih tergolong rendah dan masih sangat perlu ditingkatkan lagi ke
depan.

Kata Kunci: Potensi riil, Efektivitas, Daya pajak, Pajak Penerangan Jalan
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ABSTRACT

This research aims to analyze real potential, effectiveness and tax effort of street
lighting tax in Lumajang Regency. This research used secondary data in which it is
time series data from 2011 — 2014. Datacollected indirectly through mediator namely
official institutional goverments. The method analysis of data used descriptive
analisys. The result of the research shows that real potential of street lighting tax in
Lumajang Regency is not appropriate to the target of street lighting tax determined
by Departement of Financial Management & Regional Assets of Lumajang Regency.
The effectiveness of street lighting tax shows tax collection and management of Street
lighting tax has been effective. Tax effort or ability to pay a tax in Lumajang Regency
is categorized as low paid and it is needed to increase in the future.

Keywords : real potential, effectiveness, tax effort, street lighting tax .
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RINGKASAN

ANALISIS POTENSI PENERIMAAN, EFEKTIVITAS, DAN TAX EFFORT
PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN LUMAJANG. Mustainnatul
Lailia; 120810301049; 2016; 89 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Jember.

Kebijakan fiskal Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari tahun ke
tahun. Salah satu perubahan tersebut adalah lahirnya kebijakan otonomi daerah yang
mengatur hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal
memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dalam
menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pajak bagi
pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (budgetary function) dan
juga sebagai alat pengatur (regulatory function). Pajak daerah merupakan pajak yang
ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan daerah (Perda) yang wewenang
pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk
membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan di daerahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28
tahun 2009 pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak
daerah. Pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan
kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Pajak daerah
terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan
pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah pajak penerangan jalan.
Besarnya penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan, berarti pajak tersebut memiliki
kontribusi paling tinggi diantara pajak daerah lainnya dalam kontribusinya terhadap
Pendapatan Asli daerah. Maka pajak ini dapat dikategorikan sebagai pajak daerah
memiliki penerimaan yang potensial dan produktif sehingga penerimaannya sangat
penting untuk dilakukan upaya peningkatan ke depannya guna menunjang
pembangunan di Kabupaten Lumajang. Pengembangan sarana dan prasarana
penerangan jalan memiliki peran penting, tidak hanya untuk dapat meningkatkan
penerimaan akan tetapi berguna untuk keamanan, keindahan dan meningkatkan
produktivitas di suatu daerah.
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Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2002
menyatakan pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik
dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang
rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan jalan merupakan salah satu
kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan
penerangan jalan umum hingga seluruh pelosok daerah terlebih di malam hari.
Menurut Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, pengembangan
ketenagalistrikan merupakan bagian yang terpadu dari pembangunan nasional,
sehingga perlu diusahakan secara serasi, selaras dan serempak dengan tahapan
pembangunan nasional. Pembangunan ketenagalistrikan melalui program strategis
pemerintahan Jokowi-JK untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional
yaitu Program 35000 MW dengan membangun pembangkit listrik mencapai 35000
Megawatt hingga 2019. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2015 dan Rencana Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) mengawal PLN dalam mewujudkan Program
35.000 MW sebagaimana diamanatkan Presiden dalam Nawacita.

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten kecil yang terletak di
Jawa Timur, dimana di kabupaten tersebut masih ada 6 desa yang belum teraliri
listrik. Hal itu dikarenakan faktor geografis desa-desa tersebut yang tidak
memungkinkan untuk dilewati jalur PLN, selain jarak desa yang jauh, sedikitnya
jumlah penduduk juga menjadi faktor pertimbangan pihak PLN. Berdasarkan Produk
Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lumajang
dipengaruhi oleh 9 sektor yaitu pertanian, pertambangan, industri, listrik, gas dan air
minum, bangunan atau konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, angkutan dan
komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa lainnya.
Tetapi, dari ke sembilan sektor tersebut yang banyak menyumbang pertumbuhan
ekonomi adalah sektor perekonomian, restoran, rumah makan, hotel dan pertanian.
Peningkatan di sektor tersebut berdampak dengan peningkatan pemakaian listrik di
Kabupaten Lumajang.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Lokasi
tersebut dipilih karena masih belum ada yang melakukan penelitian sejenis
sebelumnya di Kabupaten Lumajang. Selain itu, Kabupaten Lumajang juga memiliki

semua aspek pendukung agar penelitian berjalan dengan lancar. Jenis penelitian

skripsi ini adalah penelitian kualititatif dengan metode deskriptif, yaitu sebuah

Xi
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pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian kualitatif yaitu suatu
pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan,
perilaku, fenomena, peristiwa-peristiwa dan pengetahuan atau obyek studi. Tujuan
dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung
makna sebenarnya yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menggunakan data deret
berkala (time series) atau runtut waktu selama empat tahun yaitu dari tahun 2011-
2014. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, dalam
hal ini dari dinas-dinas atau instansi pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian
deskriptif kualitatif maka dalam analisis data yang dilakukan dengan j&'--
mendeskripsikan data dengan penalaran data yang logis yang mencerminkan kondisi
objek penelitian. Teknik keabsahan data yang dipilih dalam penelitian ini
menggunakan strategi triangulasi karena strategi ini mudah terjangkau untuk
digunakan peneliti dan metode ini lebih mudah dipraktekkan untuk memvalidasi data.
Hasil penelitian menunjukan bahwa potensi riil dari Pajak Penerangan Jalan yang
dimiliki Kabupaten Lumajang belum sesuai dengan target penerimaan Pajak
Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah
(DPKAD) Kabupaten Lumajang. Potensi riil dari Pajak Penerangan Jalan yang
dimiliki Kabupaten Lumajang sangat tinggi, sehingga masih sangat terbuka peluang
bagi Kabupaten Lumajang untuk meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan
sesuai dengan potensi riil yang dimiliki Kabupaten Lumajang. Pemungutan dan
pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lumajang telah efektif. Namun,
tax effort pajak penerangan jalan masih tergolong rendah jika dilihat dari produk
domestik regional bruto Kabupaten Lumajang, sehingga masih sangat perlu

ditingkatkan lagi untuk ke depan.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Kebijakan fiskal Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari tahun ke
tahun. Salah satu perubahan tersebut adalah lahirnya kebijakan otonomi daerah yang
mengatur hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Otonomi daerah
memberikan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk mengatur urusan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku. Otonomi daerah secara legal dan formal
dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah ini adalah
dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut
otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola
keuangan daerahnya dalam menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan
potensi yang dimiliki. Desentralisasi fiskal merupakan solusi atas permasalahan
pemerintahan dimana terdapat kecemburuan sosial antar daerah apabila menerapkan
sistem sentralisasi yang meratakan perlakuan terhadap seluruh daerah tanpa
memperhatikan potensi dan kendala yang berbeda di masing-masing daerah. Otonomi
daerah tanpa desentralisasi fiskal kurang mendukung tercapainya efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Saragih, 2003:12).

Bel (2000:42) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal terkait denganl
masalah; (1) pembagian peran dan tanggungjawab antarjenjang pemerintahan; (2)
transfer antarjenjang pemerintahan; (3) penguatan sistem pendapatan daerah atau
perumusan sistem pelayanan publik di daerah; (4) swastanisasi perusahaan milik
pemerintah (terkadang menyangkut tanggung jawab pemerintah daerah); dan (5)
penyediaan jaring pengaman sosial. Desentralisasi fiskal secara legal dan formal

dituangkan dalam Undang-Undang (UU)Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
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Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah. Desentralisasi fiskal di
Indonesia menggunakan prinsip money follows functionatas uang mengikuti
kewenangan. Artinya adalah besar distribusi keuangan didasarkan oleh distribusi
kewenangan tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan terlebih dahulu (Mabhi,
2001:1). Mekanisme prinsip money follows function dengan menyerahkan fungsi dan
kewenangan harus disertai dengan kewenangan untuk memanfaatkan sumber
keuangan sendiri yang dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan
(budgetary function) dan juga sebagai alat pengatur (regulatory function). Pajak
sebagai sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran pemerintah baik penegeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan
seperti penyediaan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan serta
penyediaan barang-barang publik lain yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta.
Pajak sebagai alat pengatur maksudnya adalah untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan pemerintanh dalam bidang sosial dan ekonomi. Siahaan (2008:10)
menjelaskan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang di lakukan oleh pribadi
atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan daerah. Pajak
daerah secara legal dan formal dituangkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak
daerah adalah iuran wajib yang dialihkan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah
tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Dari pengertian tersebut pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh
pemerintah dengan peraturan daerah (Perda) yang wewenang pemungutannya
dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai
pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah

dan pembangunan di daerahnya.Pajak daerah berperan sangat krusial terhadap
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pembangunan perekonomian suatu daerah karena pajak sebagai salah satu sumber
pendapatan daerah. Senada dengan fenomena tersebut pemerintah daerah perlu
didukung dengan kemampuan keuangan daerah yang baik. Pajak daerah dapat
menjadi pemasukan potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat
seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pemerintah daerah
diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah
di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah (Perda). Sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh
daerah dibagi menjadi tiga yaitu; (1) Official Assessment system, adalah suatu sistem
pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak; (2) Self Assessment
System, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya
kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan
melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang; (3) With Holding System, adalah
suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan
fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak
yang terutang oleh Wajib Pajak. (Mardiasmo, 2013:7)

Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten
atau kota. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak
Rokok pungutan atas cukai rokok. Sedangkan pajak kabupaten atau kota terdiri dari
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak
Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran
yang dibuat oleh Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset daerah selama 2011-2014,
pajak daerah menduduki peringkat ketiga atas kontribusinya terhadap Pendapatan

Asli daerah, dibawah Lain-lain Pendapatan yang sah dan Retribusi daerah. Pajak
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Daerah dan Pendapatan Asli daerah selalu mengalami peningkatan cukup tinggi.
Akan tetapi, di tahun 2011 pajak daerah mengalami penurunan sedangkan Pendapatan
Asli Daerah mengalami peningkatan. Hal tersebut diindikasikan bahwa ada sektor
lain dari Pendapatan Asli Daerah yang mengalami peningkatan signifikan. Sehingga
walaupun pajak daerah mengalami penurunan, secara global Pendapatan Asli daerah

tetap mengalami peningkatan.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Lumajang serta Kontribusi Pajak Daerah
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2011 - 2014

Kontribusi
Tahun Penerimaan Pajak Pendapatan Asli Pajak
Daerah Daerah (PAD) Daerah
(Rp) (Rp) Terhadap
PAD ( persen)
2011 15.537.518.940,00 84.922.305.064,06 18,3
2012 18.632.360.574,00  100.556.167.094,00 18,5
2013 21.601.343.403,00  118.148.471.445,00 18,3
2014 31.623.242.555,72  194.076.104.164,10 16,3
TOTAL 87.394.465.472,72  497.703.047.767,16 17,85

Sumber : DPKAD Kabupaten Lumajang, data diolah

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 di atas, secara garis besar terlihat bahwa
jumlah penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lumajang setiap tahun mengalami
fluktuatif namun tidak signifikan. Penerimaan pajak daerah masih memiliki
kontribusiyang tidak terlalu besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten Lumajang. Rata-rata kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan
Asli Daerah selama kurun waktu empat tahun sebesar 17,85 persen, angka tersebut
masih bisa ditingkatkan dengan melakukan beberapa upaya seperti intensifikasi dan

ekstensifikasi pajak daerah.
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Tabel 1.2

Realisasi Penerimaan Macam-Macam Pajak Daerah Kabupaten Lumajang

Tahun 2011-2014

(Rupiah)
Pajak Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
Daerah
1. Pajak Hotel 199.826.404 313.204.992 445.005.407 487.328.812
2. Pajak
Restoran 144.334.750 790.033.055 1.028.312.110 1.115.349.805
3. Pajak
Hiburan 67.279.500 95.193.600 43.781.000 70.118.500
4. Pajak
Reklame 633.519.850 762.868.760 758.816.420 685.551.227
5. Pajak
Penerangan 10.757.187.485  11.508.472.353  13.587.875.812  15.529.540.329
Jalan
6. Pajak Mineral
Bukan 3.292.118.000 2.595.705.000 2.110.590.000 75.835.000
Logam dan
Batuan
7. Pajak Parkir 41.617.000 45.620.500 44.842.100 46.288.840
8. Pajak Sarang ) ) i i
Burung Walet
9. Pajak
BPHTE 401.460.423 2.255.309.011 3.184.664.125  4.772.436.988
10. PBB sektor
Pedesaan dan - - - 8.333.297.439
Perkotaan
3 izjrf‘;‘hA” 175528 265.953.303 397.456.429 507.495.615
TOTAL 15.537.518.940  18.632.360.574  21.601.343.403  31.623.242.555

Sumber : DPKAD Kabupaten Lumajang, data diolah

Berdasarkan tabel 1.2 terdapat tiga macam pajak daerah yang memiliki total

penerimaan tertinggi selama tahun 2011-2014 yaitu pajak penerangan jalan dengan

total penerimaan sebesar Rp51.383.075.979, kemudian disusul dengan Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan total penerimaan sebesar Rp.10.613.870.547
dan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp.8.333.297.439. Pajak daerah

yang memilik penerimaan paling kecil adalah Pajak Parkir dengan total penerimaan
sebesar Rp 178.368.440. Sedangkan untuk pajak Sarang Burung Walet tidak ada


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

penerimaan untuk tahun 2011-2014, dikarenakan usaha tersebut sudah sejak lama
tidak beroperasi lagi akibat langkanya burung walet pada saat ini.

Terlihat jelas bahwa Pajak Penerangan Jalan memiliki penerimaan tertinggi
dibandingkan pajak daerah lainnya. Walaupun secara keseluruhan komponen pajak
daerah lainnya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan
tersebut secara tidak langsung juga meningkatkan penerimaan pajak penerangan
jalan. Sebagai contoh ketika Pajak Restoran naik maka diasumsikan aktifitas operasi
restoran berkembang dan juga penggunaan listrik di restoran juga meningkat,
sehingga secara otomatis Pajak Penerangan Jalan mengalami peningkatan. Rata-rata
penerimaan Pajak Penerangan Jalan selama empat tahun terakhir mencapai Rp
12.845.768.995. Besarnya penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan, berarti pajak
tersebut memiliki kontribusi paling tinggi diantara pajak daerah lainnya dalam
kontribusinya terhadap Pendapatan Asli daerah. Maka pajak ini dapat dikategorikan
sebagai pajak daerah memiliki penerimaan yang potensial dan produktif sehingga
penerimaannya sangat penting untuk dilakukan upaya peningkatan ke depannya guna
menunjang pembangunan di Kabupaten Lumajang. Pengembangan sarana dan
prasarana penerangan jalan memiliki peran penting, tidak hanya untuk dapat
meningkatkan penerimaan akan tetapi berguna untuk keamanan, keindahan dan
meningkatkan produktivitas di suatu daerah.

Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan
pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah pajak penerangan jalan.
Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2002 menyatakan pajak
penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan
bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya
dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan jalan merupakan salah satu kewajiban
pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan

umum hingga seluruh pelosok daerah terlebih di malam hari.
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Tabel 1.3

dan Kontribusi Terhadap Pajak Daerah dan

Tahun 2011-2014

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kabupaten Lumajang

TargetPenerim PenerimaanPaj Kontribusi  Kontribusi
aanPajakPener ak Pertum-  Terhadap Terhadap
Tahun angan PeneranganJal  buhan Pajak Pendapatan
Jalan an (persen) Daerah Asli Daerah
(Rupiah) (Rupiah) (persen) (persen)

2011  11.630.000.000  10.757.187.485 1,02 0,69 0,13
2012  11.630.000.000 11.508.472.353 1,07 0,62 0,11
2013  12.393.130.000 13.587.875.812 1,18 0,63 0,12
2014  14.190.000.000  15.529.540.329 1,14 0,49 0,08
Total  49.843.130.000 51.383.075.979 4,41 2,43 0,44

Sumber : DPKAD Kabupaten Lumajang, data diolah

Berdasarkan tabel 1.3 Penerimaan pajak penerangan jalan selalu mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak
penerangan jalan adalah sebesar 1,10 persen. Pertumbuhan penerimaan terus
meningkat selama tahun 2011-2013, penurunan baru terjadi pada tahun 2014 yaitu
pertumbuhan penerimaan hanya sebesar 1,14 persen. Angka tersebut berada dibawah
pertumbuhan penerimaan di tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,18 persen, akan tetapi
nilai nominal penerimaan Pajak Penerangan Jalan tetap meningkat. Penurunan
seharusnya tidak terjadi apabila penggalian potensi dilakukan secara optimal dan
potensi yang digunakan sebagai acuan adalah potensi riil dari Pajak Penerangan
Jalan. Kontradiksi antara peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalandengan

pertumbuhan penerimaan dan kontribusinya menandakan bahwa realisasi penerimaan

pajaknya belum optimal.
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Berdasarkan tabel tersebut juga terlihat jelas bahwa pada dua tahun berturut
turut yaitu tahun 2011 dan 2012 , realisasi pajak penerangan jalan masih berada
dibawah target yang telah di tetapkan sebelumnya. Pada tahun 2011 realisasi pajak
penerangan jalan  sebesar Rpl10.757.187.485,- angka tersebut kurang
Rp.872.812.515,- atas target penerimaan jalan yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.
11.630.000.000,- Begitu pula untuk tahun 2012 realisasi pajak penerangan jalan
masih kurang Rp.121.527.647,- dari target yang telah ditetapkan. Padahal target yang
dibentuk tidak naik secara signifikan bahkan konstan pada dua tahun tersebut, tetapi
realisasinya masih berada dibawah taget tersebut.

Menurut Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, pengembangan
ketenagalistrikan merupakan bagian yang terpadu dari pembangunan nasional,
sehingga perlu diusahakan secara serasi, selaras dan serempak dengan tahapan
pembangunan nasional. Pembangunan ketenagalistrikan melalui program strategis
pemerintahan Jokowi-JK untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional
yaitu Program 35000 MW dengan membangun pembangkit listrik mencapai 35000
Megawatt hingga 2019. Program 35.000 MW ini bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan listrik masyarakat Indonesia hingga pelosok daerah terpencil. Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor
3 Tahun 2015 dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) mengawal
PLN dalam mewujudkan Program 35.000 MW sebagaimana diamanatkan Presiden
dalam Nawacita. Amanat Presiden itu antara lain menegaskan bahwa Pemerintah
harus memberikan kemudahan administrasi agar tidak menghambat kegiatan
investasi. Penegasan tersebut tentu sangat membantu dan memudahkan tugas PLN
sebagai perpanjangan tangan negara dalam memenuhi kebutuhan listrik rakyat
Indonesia. Pengolahan Sumber Daya alam akan meningkatkan perekonomian di
daerah tersebut, sehingga secara otomatis meningkatkan produk domestik regional
bruto di daerah Lumajang. Peningkatan PDRB diindikasikan akan meningkatkan pula
kemampuan kemampuan masyarakat suatu daerah dalam membayar (ability to pay)

pajak.
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Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten kecil yang terletak di
Jawa Timur, dimana di kabupaten tersebut masih ada 6 desa yang belum teraliri
listrik. Hal itu dikarenakan faktor geografis desa-desa tersebut yang tidak
memungkinkan untuk dilewati jalur PLN, selain jarak desa yang jauh, sedikitnya
jumlah penduduk juga menjadi faktor pertimbangan pihak PLN.Desa Argosari
Kecamatan Senduro yang sangat terkenal dengan objek wisatanya yaitu Negeri Diatas
Awan juga tidak luput dari keterbatasan aliran listrik. Walaupun Desa tersebut sudah
teraliri listrik, namun listrik tersebut hanya menyala beberapa jam saja. Berpindah
kedesa lain yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Kecamatan Senduro adalah
Kecamatan Pasrujambe. Kecamatan ini merupakan sebuah desa yang berada di
Kabupaten Lumajang yang belum seluruh wilayahnya terlayani listrik.

Kecamatan Pasrujambe memiliki saluran sekunder yang terdapat sumber mata
air yang mempunyai ketersediaan air yang cukup, sepanjang tahun dan debit yang
dapat diandalkan. Sehingga dilakukan survey terhadap parameter-parameter berupa
debit di saluran pembawa, penghantar, dan pembuang untuk dilakukan perancangan
Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dengan tipe Kincir. Sampai saat ini,
pembangkit listrik dengan tenaga air merupakan pembangkit yang paling ekonomis
(Patty,1995:134). Potensi alam tersebut dapat direalisasikan menjadi Pembangkit
Listrik Tenaga Mikrohidro dikarenakan hal tersebut berkorelasi dengan program
pemerintah yaitu program 35.000 MW. Pembangunan daerah tersebut merupakan
bagian integral dari pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan sebuah
upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu
kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Lumajang dipengaruhi oleh 9 sektor yaitu pertanian, pertambangan,
industri, listrik, gas dan air minum, bangunan atau konstruksi, perdagangan, hotel dan
restoran, angkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan,

dan jasa-jasa lainnya. Tetapi, dari ke sembilan sektor tersebut yang banyak
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menyumbang pertumbuhan ekonomi adalah sektor perekonomian, restoran, rumah
makan, hotel dan pertanian. Peningkatan di sektor tersebut berdampak dengan
peningkatan pemakaian listrik di Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan PDRB Perkapitayaitu Total nilai PDRB atas dasar harga berlaku
suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut, PDRB
kabupaten Lumajang selalu meningkat. PDRB Per kapita menunjukkan nilai PDRB
per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2014, PDRB per Kkapita
kabupaten Lumajang mencapai Rp. 21.404.973.- atau meningkat 11 persen dibanding
tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 19.283.543,-.

Tabel 1.4
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp), 2011-2014
Table Gross Regional Domestic Product per Capita by Industrial Origin (million
rupiahs),2011-2014

Lapangan Usaha/lndustry 2011 2012  2013* 2014**

A Pertanian, Kehutanan, dan 8.46
Perikanan/Agriculture, Forestry and  6.42 7.05 7.68 '
Fishing
Pertambangan dan
Penggalian/Mining and Quarrying it Qe HE e
Industri Pengolahan/Manufacturing ~ 3.00 3.25 3.58 4.04
Pengadaan Listrik dan
Gas/Electricity and Gas & o SO 0.04
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang/Water supply, Sewerage, 0.01 0.01 0.01 0.01
Waste Management and
Remediation Activities
F Konstruksi/Construction 1.08 1.23 1.40 1.59
G Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor/Wholesale and Retail Trade; 1.95 2.21 2.51 2.76

Repair of Motor Vehicles and

Motorcycles
H Transportasi dan

Pergudangan/Transportation and 0.25 0.27 0.31 0.35

Storage
I Penyediaan Akomodasi dan Makan 0.16 0.18 0.20 0.24

oo w

m
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Minum/Accommodation and Food
Service Activities

J Informasi dan
Komunikasi/Information and 0.49 0.54 0.60 0.65
Communication
K Jasa Keuangan dan
Asuransi/Financial and Insurance 0.23 0.27 0.31 0.36
Activities
L Real Estat/Real Estate Activities 0.25 0.27 0.31 0.33
M,N Jasa Perusahaan/Business Activities 0.05 0.06 0.06 0.07
0] Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib/Public Administration and 0.55 0.61 0.66 0.69
Defence; Compulsory Social

Security
P Jasa Pendidikan/Education 0.37 0.43 0.48 0.54
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan

Sosial/Human Health and Social 0.10 0.11 0.12 0.14

Work Activities
R,S,T,U Jasa lainnya/Other Services
Activities
Produk Domestik Regional Bruto/
Gross Regional Domestic Product
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang
* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

0.26 0.27 0.28 0.31

1589 17.49 19.28 21.40

Berdasarkan tabel 1.4 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha paling
tinggi yaitu pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan total sebesar
Rp29.610.000,- kemudian disusul oleh sektor Industri Pengolahan atau manufaktur
dengan total sebesar Rp 13.870.000,- kemudian sektor sektor lainnya yang nilainya
tidak jauh berbeda. Secara keseluruhan setiap sektor lapangan usaha mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Sehingga dapat digambarkan dalam sebuah grafik
PDRB Per Kapita (Juta Rp), 2010—2014.
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Gambar 1.1
PDRB Per Kapita (Juta Rp), 2010—2014
Table Per Capita GRDP (Million Rp), 2010—2014

Suber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, 2015

Berdasarkan gambar 1.1 di atas nampak jelas bahwa PDRB per kapita
kabupaten Lumajang dalam empat tahun terakhir selalu meningkat. Hal ini
menunjukkan, bahwa secara makro kesejahteraan masyarakat kabupaten Lumajang
dari tahun ke tahun semakin membaik. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat
mencerminkan peningkatan kemakmuran penduduk secara riil (Ismartani, 2003). Jika
kemakmuran penduduk meningkat maka kesejahteraannya pun meningkat.
Peningkatan kesejahteraan penduduk ini akan membuat kemampuan masyarakat
suatu daerah dalam membayar (ability to pay) pajak meningkat pula, sehingga daya
pajak (tax effort) semakin besar seiring dengan meningkatanya kemampuan bayar

pajak.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, masalah-
masalah yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan
yang meliputi :
1.2.1 Bagaimanakah potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki
Kabupaten Lumajang?
1.2.2 Bagaimanakah efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lumajang?
1.2.3 Bagaimanakah daya pajak (Tax Effort) dari Pajak Penerangan Jalan di
Kabupaten Lumajang?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan secara umum penelitian ini adalah memberikan rekomendasi atas
upaya-upaya optimalisasi penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten
Lumajang. Sedangkan tujuan secara khusus adalah sebagai berikut:
1.3.1 Menganalisis potensi riil dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang
dimiliki Kabupaten Lumajang.
1.3.2 Menganalisis efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lumajang
1.3.3 Menganalisis daya pajak (Tax Effort) dari Pajak Penerangan Jalan di

Kabupaten Lumajang.

1.4  Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, maka manfaat yang
diharapkan dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Bagi Peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan
referensi untuk memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti serta sebagai
bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada guna memberikan masukan

dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis.
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1.4.2

1.4.3

144

1.5

Bab 1

Bab 2

Bab 3

Bab 4

14

Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberi informasi tentang alur proses
Pajak Penerangan Jalan yang telah dibayar oleh masyarakat.

Bagi Pembuat Kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan
dalam membuat dan merealisasikan kebijakan terutama untuk meningkatkan
penerimaan daerah melalui pengembangan potensi Pajak Penerangan Jalan.
Bagi Ilmu Pengetahuan, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi
pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.

Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 bab, yaitu :
Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang akan dibahas dalam
penelitian, rumusan masalah, manfaat dan tujuaan penelitian dan sistematika
penulisan.

Telaah Pustaka

Bab ini berisi mengenai teori yang digunakan untuk merujuk ke permasalahan
yang akan diteliti, pendokumentasian dan pengajian hasil dari penelitian-
penelitianyang pernah dilakukan pada area yang sama, sehingga dapat
dijelaskan dimana letak hubungan dan perbedaan, serta kerangka pemikiran
teoritis.

Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang variabel dan definisi operasional variabel, metode
pengumpulan dan analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data
yang digunakan beserta sumber data.

Hasil dan Analisis

Bab ini merupakan uraian/deskripsi/gambaran secara umum atassubjek
penelitian. Deskripsi dilakukan dengan merujuk pada faktayang bersumber
pada data yang bersifat umum sebagai wancana pemahaman secara makro
yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian berisi semua temuan-temuan

yang dihasilkan dalam penelitian dan analisis.
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Bab 5 Penutup
Bab ini berisi tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan padarumusan
masalah dan dari sini dapat ditarik benang merah mengenai implikasi teoritis
penelitian ini besertasaran dan keterbatasan yang diharapkan berguna bagi
semua pihak terkait tentang pengembangan potensi penerimaan pajak

penerangan jalan.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Sumber Penerimaan Daerah

Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah kemampuan
daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
(selfsupporting) dalam bidang keuangan. Bidang keuangan merupakan suatu faktor
yang penting dalam mengukur suatu daerah atas keberhasilan otonominya. Adapun
sumber-sumber peneriman dari suatu daerah menurut Undang-Undang Republik
Indonesia NO. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri
dari :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Penerimaan pajak daerah.

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang
ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum
publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang
hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas
jasanya tidak secara langsung diberikan, sedang pelaksanaanya dapat dipaksakan.
b. Penerimaan Retribusi Daerah.

Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan
daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa
pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi
daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaanya bersifat ekonomis, ada imbalan
langsung walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, ada
alternatif untuk tidak mau membayar dan merupakan pungutan yang pada
umumnya bersifat budgetairnya tidak menonjol. Dalam hal-hal tertentu retribusi
daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu. Akan tetapi pada umumnya retribusi
daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh

pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

16
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c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Kekayaan daerah yang dipisahkan dan disetor ke kas daerah. Hasil perusahaan
milik daerah yang merupakan pendapatan daerah adalah keuntungan bersih
perusahaan daerah baik berupa dana pembangunan daerah maupun bagian untuk
anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Perusahaan daerah yang
dipisahkan sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan
daerah tersebut adalah suatu kesatuan produksi yang menambahkan penghasilan
daerah, memberi jasa penyelenggaraan  kemanfaatan = umum, dan
memperkembangkan perekonomian daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah,

Lain-lain pendapatan asli darah yang sah adalah pendapatan yang tidak
termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan
dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah membuka kemungkinan bagi
pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan. Hal
tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan dan memantapkan suatu
kebijakan pemerintah daerah dalam suatu bidang tertentu. Beberapa macam lain-
lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang
tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan keuntungan selisih nilai tukar
rupiah terhadap mata uang asing.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang diperoleh melalui tiga komponen yaitu
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi
Hasil bersumber dari pajak seperti PBB, bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan, pajak penghasilan dan sumber daya alam. Sumber daya alam yang
dimaksud seperti kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan

minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.
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3. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, lembaga
keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. Pinjaman daerah
yang bersumber dari pemerintah diberikan oleh Menteri Keuangan, sedangkan
yang berasal dari masyarakat diterbitkan melalui pasar modal.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah antara lain hibah danpendapatan dana
darurat. Hibah merupakan bantuan yang berasal dari dalam negeri maupun luar
negeri. Sedangkan dana darurat berasal dari APBN yang disediakan untuk
keperluan mendesak seperti bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang

tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan APBD.

2.1.1 Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dijelaskan bahwa untuk
membiayai pembangunan di daerah tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah
(pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah).
Sehingga pemerintah daerah melakukan upaya maksimal dalam pengumpulan pajak
daerah maupun retribusi daerah. Besarnya penerimaan daerah dari sektor Pendapatan
Asli Daerah (PAD) akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan di daerah serta dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah
terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi

daerah.
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2.2 Pajak

221

Definisi Pajak
Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu

sendiri, Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009:

(2013:

pajak.

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dialihkan oleh orang pribadi dan
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
pembangunan daerah”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,SH dalam bukunya Mardiasmo

1):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra
Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo, (2009:2) :

“Pajak adalah iuran masyarakan kepada Negara (yang dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum
(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung
dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan.”

Jadi dari definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai

Perbedaan mengenai definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa

atau kalimatnya saja. Pajak daerah mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.

. Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung.

2
3. Dapat dipaksakan.
4

. Hasilnya untuk membiayai pembangunan.
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2.2.2 Fungsi Pajak
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi
(Mardiasmo 2013: 1), yaitu :
1. Fungsi Anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah yang
digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan
pemerintahan dalam bidang sosial ekonomi.

2.2.3 Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum pajak diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar
1945 yang berbunyi “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-
Undang”. Pasal ini secara konstitusional merupakan dasar dari sistem pemungutan
pajak di Indonesia, sehingga pemungutan pajak di Indonesia mempunyai dasar
hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi negara maupun warga

negaranya.

2.2.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar dalam pemungutan pajak tidak menimbulkan berbagai hambatan harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Pemungutan pajak harus adil.

Adil dalam pemungutan pajak berarti bahwa dalam pemungutan pajak
diselenggarakan sedemikian rupa sehingga setiap orang mendapat beban atau
tekanan yang sama.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).

Syarat ini disebut syarat yuridis, yaitu bahwa hukum pajak harus dapat

memberikan jaminan atau kepastian hukum baik bagi Negara maupun bagi

negaranya.
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3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemunguatan pajak harus diupayakan agar tidak menghambat lancarnya
perekonomian, baik di bidang produksi maupun di bidang perdagangan.
Pemungutan pajak juga jangan sampai merugikan kepentingan umum dan
menghalangi usaha rakyat dalam menuju kebahagiaan.

4.Pemungutan pajak harus dilaksanakan secara efisien (Syarat Finansial)

Dalam melaksanakan pemungutan pajak hendaknya tidak memakan biaya
pemungutan yang besar dan pemungutan pajak ini hendaknya dapat mencegah
inflasi.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Untuk mencapai efisiensi pemungutan pajak dan untuk memudahkan warga
masyarakat dalam menghitung dan memperhitungkan pajaknya, maka harus
diterapkan sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan
sehingga masyarakat tidak terganggu dengan permasalahan pajak yang sulit.
Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan akan

meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak. (Mardiasmo, 2013: 2-3)

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak
Sistempemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo,
2013:7), yaitu sebagai berikut :
1. Official Assessment system
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah
(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. Self Assessment System
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada
Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan

sendiri besarnya pajak yang terutang.
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3. With Holding System
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga
(bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2.6 Definisi Wajib Pajak
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan bahwa:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan perpajakan.

Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di
Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007 (2007:3), ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa
badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Badan meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Milik Daerah. Dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti firma, kongsi
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
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2.2.7 Jenis-jenis Pajak
2.2.7.1 Menurut Golongannya
Menurut golongannya pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak
tidak langsung.
1. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh
wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau
pihak lain.
2. Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Misalnya pada Pajak
Pertambahan Nilai yang dikenakan karena adanya pertambahan nilai atas barang
dan jasa. Pajak ini dibayarkan oleh pihak produsen atau pihak yang menjual
barang namun dibebankan kepada konsumen atau pembeli secara eksplisit ataupun
implisit dengan memasukkannya ke dalam harga jual barang atau jasa.
2.2.7.2 Menurut Sifatnya
Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.
1. Pajak Subjektif
Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada
keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan pada
keadaan subjeknya. Misalnya pada pengenaan Pajak Penghasilan untuk orang
pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan,
banyaknya anak dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut
selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
2. Pajak Objektif
Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada
objeknya yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contohnya
pada Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak

Bumi dan Bangunan.
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2.2.7.3 Menurut Wewenang Pemungutannya
Menurut Wewenang Pemungutannya pajak dibagi menjadi pajak negara dan
pajak daerah
1. Pajak Negara
Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak Negara yang berlaku di
Indonesia sampai saat ini adalah:
a. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN &PPn
BM)
b. Pajak Penghasilan (PPh)
c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
d. Bea Materai
e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
2. Pajak Daerah
Pajak dareah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah
tingkat 1 maupun daerah tingkat Il. Pajak daerah digunakan untuk membiayai
rumah tangga daerah masing-masing. Dasar hukum pengenaan pajak daerah
adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut undang-undang tersebut
pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Pajak
daerah tidak memberikan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah dalam mencapai kemakmuran rakyatnya. Beberapa jenis pajak daerah
berdasarkan undang-undang tersebut antara lain:
a. Pajak Propinsi
Pajak-pajak yang termasuk pajak propinsi antara lain:
1. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau
penguasaan kendaraan bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak

milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan
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sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah,

warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pajak atas penggunaan bahan bakar

kendaraan bermotor.

. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan

air permukaan.

Pajak Rokok pungutan atas cukai rokok.

. Pajak Kabupaten/kota

Jenis-jenis pajak yang temrasuk ke dalam pajak kabupaten/kota yaitu:

1.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel
adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan dan termasuk jasa
terkait lainnya yang dipungut bayaran. Selain hotel, juga mencakup motel,
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari
10 (sepuluh).

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang juga mencakup rumah makan, kafetaria, kantin,
warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah
semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang
dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pajak Reklameadalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah
benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya
dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa,
orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau

dinikmati oleh umum.
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5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik
yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di
dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan
jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor.

8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di
bawah permukaan tanah.

9. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau
pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang
termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina,
collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

10.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan
bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah
kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau
laut.

11.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan

bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah
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kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau
laut.

2.3 Pajak Penerangan Jalan
2.3.1 Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun
2011 menerangkan bahwa:

“Pajak penerangan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang
dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.”

Yang dimaksud listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.
Tenaga listrik yang disediakan oleh sumber lain wajib pajaknya adalah penyedia
tenaga listrik. Penerangan jalan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik
untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibebankan kepada Pemerintah
Daerah yang selanjutnya biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat pelanggan
listrik.Penerangan jalan merupakan sarana menambah keindahan kota, kenyamanan
serta ikut menunjang terciptanya keamanan dan ketertiban yang dinikmati oleh
masyarakat. Untuk membiayai kebutuhan tersebut perlu adanya pengenaan pajak
yang merata serta proporsional untuk memenuhi rasa keadilan.

Devas, dkk. (1989) menilai pajak penerangan jalan merupakan pajak yang
dipungut pemerintah daerah melalui PLN dalam bentuk kutipan dalam rekening
listrik. pajak ini dikatakan adil, karena dasarnya pemakaiannya yang erat kaitannya

dengan kemampuan bayar.

2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Indonesia saat ini didasarkan pada
dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak
yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada suatu

Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut.
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1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah
yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

3.Peraturan Daerah (Perda) kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pajak Penerangan Jalan.

2.3.3 Objek Pajak Penerangan Jalan

Menurut Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan sebagai obyek pajak penerangan
jalan adalah setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun

yang diperoleh dari sumber lain.

2.3.4 Bukan Objek Penerangan Jalan
Yang termasuk pengecualian dari Obyek Pajak Penerangan Jalan berdasarkan
Perda Nomor 4 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:
1.Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan
Pemerintah Daerah.
2.Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas dibawah 1

(satu) Kwh yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

2.3.5 Subjek Pajak dan Wajib Pajak penerangan jalan

Termasuk ke dalam subjek pajak dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan
adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Secara
sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan
yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Wajib pajak Penerangan Jalan
adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal ini
berarti subjek pajak sama dengan wajib pajak, atau dengan kata lain orang atau badan

yang menggunakan tenaga listrik merupakan subjek pajak yang ditetapkan menjadi
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wajib pajak. Jika tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungutan Pajak Penerangan
Jalan dilakukan oleh PLN. Sedangkan tenaga listrik yang diciptakan sendiri dan
disediakan bukan oleh PLN sampai saat ini masih belum ada untuk Kabupaten
Lumajang, karena pada umumnya masyarakat Lumajang merupakan pelanggan PLN.

Dalam menjalakan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh
pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang
Pajak Penerangan Jalan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan
atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak
dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan

memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.3.6 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan
2.3.6.1 Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
Nilai jual Tenaga Listrik ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga
Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian
kwh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik.

2.Tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan
kepasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan
harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Lumajang.

2.3.6.2 Tarif Pajak Penerangan Jalan

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen
dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan
untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan
tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masingmasing daerah
kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan
untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota

lainnya.
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Di Kabupaten Lumajang Tarif Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan adalah
sebagai berikut:
1. Penggunaan tenaga listrik bersumber dari PLN ditetapkan sebesar 9% (sembilan
persen).
2.Pengguna